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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan
pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan
kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan
penyebaran kuesioner. Dari 114 kuesioner yang kembali, yang bisa digunakan 100
kuesioner yang bisa dipakai dengan menggunakan metode sampling probabilitas.
Data yang diperoleh akan diuji dengan uji asumsi klasik sebelum pengujian
hipotesis. Apilkasi SmartPLS 4.0 digunakan dalam pengujian penelitian ini.

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak wajib pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan
dapat membantu kantor pajak untuk memberikan pengetahuan pajak kepada wajib
pajak orang pribadi untuk membantu dalam pelaporan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak,
Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak



ABSTRACT

This research aims to examine the influence of tax sanctions, tax knowledge, and
tax socialization on individual taxpayer compliance in micro, small and medium
enterprises with taxpayer awareness as a mediation variable.

This research is using quantitative approach. Data was collected through
questionnaires. From 114 returned questionnaires, which can be used 100
questionnaires in this study were selected using probability sampling method.
Data have been obatained will be tested with classic assumption test before
hypothesis testing. Smart PLS 4.0 application were used in this study testing.

As a results of this research show that tax sanctions has a significant effect on
taxpayer compliance, tax knowledge have a significant effect on taxpayer
compliance, tax socialization have a significant effect on tax payer compliance
and the taxpayer awareness has a significant positive effect on taxpayer
compliance. It is hoped that this research can help the tax office to provide tax
knowledge to micro, small and medium businesses to assist in tax reporting.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Tax Knowledge, Tax
Socialization, Taxpayer Awareness
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah satu negara berkembang di dunia di mana selalu
berhubungan dengan kegiatan aksi pembangunan dari segala jenis industri.
Kegiatan tersebut semata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat salah
satunya ada dengan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dan
keadilan negara yang memelihara untuk keamanan dan ketertiban, di mana
kebutuhan anggarannya didapatkan dengan cara melakukan sistem perpajakan
sebagai anggaran yang dituntut kepada semua wajib pajak. Disebutkan
sesungguhnya kompensasi dari pajak tidak diterima dan didapatkan secara
spontan, melainkan akan guna pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Secara keseluruhan, tindakan pemerintah akan terhambat jika tidak ada pajak.
Salah satu zona pajak terbesar ditempati oleh perusahaan mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), yang kini menjadi motor penggerak ekonomi. Akronim
MSME dalam penelitian ini merupakan singkatan dari "usaha mikro, kecil, dan
menengah".

Salah satu faktor penentu utama struktur ekonomi suatu negara adalah
UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Mesin penggerak baru ekonomi
Indonesia telah diam-diam bangkit dalam beberapa tahun terakhir: sektor usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya perkembangan tersebut

UMKM seringkali menghadapi berbagai masalah terkait pemahaman dan



pemenuhan kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman, dana, atau akses ke
layanan pajak hanyalah beberapa variabel yang mungkin berkontribusi terhadap
hal ini. Upaya berkelanjutan pemerintah untuk memastikan UMKM memenuhi
kewajiban perpajakannya didorong oleh perannya sebagai pengelola pemungutan
pajak. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah
mencapai 67 juta hingga tahun 2021, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Kementerian Keuangan. Namun, hanya 2,3 juta dari usaha tersebut yang memiliki
NPWP, dan lebih sedikit lagi yang memiliki NPWP yang patuh pajak.

Menurut Nugraheni (2015) Pengertian pajak adalah "setoran wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang
tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dalam pasal 1 undang-undang
nomor 28 tahun 2007 yang mengatur ketentuan umum perpajakan. Dengan kata
lain, asas perpajakan adalah memaksimalkan kekayaan rakyat.

Dalam upaya mengefisienkan tata cara pembayaran pajak, strategi
penurunan tarif pajak dari 1 menjadi 0,5 persen telah diterapkan sejak peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang dikoordinasikan dengan kementerian
keuangan dan direktorat jenderal pajak (DJP). Pelaku usaha yang omzet
tahunannya di bawah Rp4,8 miliar dikenakan tarif ini. Berdasarkan kebijakan
terbaru, yakni berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2022 yang
mengatur koordinasi regulasi di bidang pajak penghasilan (PPh), pelaku usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibebaskan dari kewajiban membayar PPh



final sebesar 0,5 persen jika omzetnya mencapai Rp500 juta. Pembebasan ini
tertuang dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

Untuk menstimulasi perekonomian di tengah pandemi COVID-19,
pemerintah memutuskan untuk membebaskan pajak bagi usaha mikro, kecil, dan
menengah. Namun, hanya mereka yang telah mengajukan keringanan pajak yang
akan memenuhi syarat. Jadi, entah karena tidak mengetahui fasilitas pemerintah
atau tidak ingin mengajukan, usaha mikro, kecil, dan menengah akan kehilangan
stimulus dan fasilitas tersebut.

Jika pemerintah ingin para wajib pajak, khususnya mereka yang
menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah, lebih sadar akan tanggung jawab
perpajakan mereka, pemerintah dapat menggunakan kebijakan tersebut sebagai
batu loncatan untuk mengedukasi mereka tentang hal tersebut. Perusahaan mikro,
kecil, dan menengah kini menghadapi skenario yang menantang dalam
menjalankan operasinya di tengah epidemi COVID-19. Pemerintah dapat
menunjukkan perhatian mereka dengan mensosialisasikan fasilitas atau insentif
pajak tertentu (Riyanto & Rina, 2020).

Pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa pendapatan pajak,
yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur, memperluas layanan, dan
meningkatkan standar hidup warga negaranya. Undang-undang nomor 17 tahun
2003 mendefinisikan pendapatan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pajak
merupakan aliran penerimaan yang diatur oleh anggaran karena pajak
memungkinkan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya sendiri. Tujuan dari

sistem pajak yang standar adalah untuk menghasilkan pendapatan dengan tujuan



menegakkan kebijakan sosial dan ekonomi. Namun, tugas anggaran adalah
memastikan kas negara terisi sesuai aturan dan semua pengeluaran pemerintah
dibiayai. Tujuan pajak adalah untuk mendanai anggaran, oleh karena itu penting
bagi masyarakat untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka
sebagai penduduk Indonesia ( Sari dan Jaya, 2017; dan Subarkah dan Dewi, 2017).

Karena hampir seluruh pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maka perannya sangat penting dalam
pembangunan ekonomi negara ini. Hampir 66 juta pelaku usaha UMKM akan
hadir pada tahun 2023. Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
terhadap PDB Indonesia melampaui 61%, yakni sebesar Rp9.580 triliun. Sekitar
117 juta orang atau 97% dari seluruh angkatan kerja, bekerja di UMKM.

Tabel 1.1 Data UMKM 2019-2023

Tahun 2019 2020 2021 2022 2023
Data UMKM 65,47 64 65,46 65 66
(Juta)
Pertumbuhan 1,98 -2,24 2,28 -0,70 1,52
UMKM (%)

Sumber: Kadin Indonesia

Penanaman modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu usaha
merupakan faktor penentu utama klasifikasi UMKM. Perusahaan dengan belanja
modal sedikit di atas satu miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak
lebih dari satu miliar rupiah. Kategori usaha kecil mencakup perusahaan dengan
kapitalisasi antara satu miliar dan lima miliar rupiah. Usaha menengah

diklasifikasikan sebagai usaha menengah jika modal perusahaannya antara lima



dan sepuluh miliar rupiah. Jika ukurannya lebih dari itu, maka diklasifikasikan

sebagai usaha besar.

Gambar 1.1 Jumlah UMKM Yang Masuk Ke Indonesia

(2020-2024")

Juta UMKM

2024*

2020
Sumber: Kadin Indonesia
Ke depannya, semua pihak yang terlibat perlu bekerja sama untuk memecahkan
masalah berikut: produktivitas, legalitas atau lisensi, branding dan pemasaran,
sumber dayaa manusia, sertifikasi dan standardisasi, kesetaraan dalam pembinaan,
pelatihan, dan fasilitasi, inovasi teknis, literasi digital, dan basis data terpadu.
Untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia agar lebih
kompetitif, memantapkan diri sebagai pemain global, dan fokus pada ekspor,
pemerintah dan Kamar Dagang dan industri Indonesia kini tengah menggalakkan
rencana implementasi digitalisasi.

Kadin dan pemerintah Indonesia terus berupaya keras untuk membawa
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke ranah daring. Dengan target

mencapai 24 juta unit pada 2023 dan 30 juta unit pada 2024, Kementerian



Koperasi dan UKM menargetkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
yang mampu merambah pasar digital (https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-
indonesia/).

Dalam upaya mencapai kemakmuran suatu negara, perpajakan merupakan
hal yang krusial, khususnya di Indonesia. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan,
yakni mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pajak merupakan
sarana utama negara dalam membiayai pembangunan (Samuel, 2022) Akibatnya,
pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya penerimaan pajak yang
ideal. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, peran serta pemerintah dan wajib
pajak sangat penting. Masyarakat, khususnya wajib pajak, perlu memiliki
pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan
perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat akan lebih
memahami masalah perpajakan sebagai konsekuensi dari temuan penelitian ini.

Diperlukan perhatian yang lebih besar, khususnya di sektor keuangan,
mengingat agresifnya Indonesia dalam mendorong pertumbuhan nasional.
Tantangan keuangan menjadi sangat penting, mengingat besarnya jumlah yang
dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan nasional ini. Hal ini tentu saja
menimbulkan tekanan terhadap kemampuan Indonesia untuk memenuhi target
pendapatannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
mencantumkan hibah, bukan pajak, dan pajak sebagai sumber pendapatan negara.
Pajak, yang merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara, menyumbang
lebih dari dua pertiga dari jumlah tersebut. Oleh karena itu, penerimaan pajak

sangat penting bagi kas pemerintah (Kastolani and Ardiyanto 2017).



Meskipun pemungutan pajak merupakan kegiatan yang menantang, namun
untuk mencapai tujuan pembayaran pajak diperlukan peran serta aktif dari para
pejabat dan kesadaran diri wajib pajak. Hal ini sangat penting karena akan
mempengaruhi penerimaan pajak negara. Self Assessment System merupakan
sarana utama pengumpulan data di Indonesia. Melalui Self' Assessment System,
setiap orang diberi kewenangan untuk menghitung sendiri kewajiban pajak
tahunannya sesuai dengan ketentuan dan perarturan perpajakan yang berlaku
(Resmi, 2013). Wajib pajak yang dapat dipercaya, memahami peraturan
perpajakan yang berlaku, dan menyadari pentingnya membayar pajak secara wajar,
bertanggung jawab penuh atas penghitungan dan pemungutan pajak berdasarkan
sistem ini.

Menurut (Waldhania, 2021) mengakui bahwa promosi kepatuhan pajak
menempati peringkat tinggi di antara perhatian utama para pemimpin ekonomi.
Perpajakan yang adil akan mengurangi pengeluaran diskresioner, yang merupakan
alasan utama. Sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi
kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan merupakan komponen utama dari
kenaikan pajak.

Menurut Waluyo (2013) Pencapaian kemandirian nasional atau negara
bagian dapat dilakukan, misalnya, dengan meningkatkan pembiayaan
pembangunan melalui penggalian sumber-sumber penerimaan dalam negeri
seperti pajak. Sebagian dari pendapatan pajak digunakan untuk proyek

infrastruktur yang akan memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.



Menurut Malendes et al. (2024) Pelestarian pendapatan negara bergantung
pada pemenuhan wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi isu
penting. Jakarta memiliki PDRB per kapita yang tinggi, yang berarti bahwa
pemungutan pajak dapat diabaikan. Kesenjangan antara PDRB per kapita yang
tinggi di wilayah tersebut dengan tingkat pelaporan dan kepatuhan wajib pajak
yang rendah mengilhami penulis untuk melakukan penelitian ini. Sumber utama
pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai operasi pemerintah adalah
pajak, oleh karena itu penelitian yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang
pribadi menjadi sangat penting. Hal ini karena ada banyak elemen yang perlu
dipertimbangkan ketika memutuskan bagaimana wajib pajak orang pribadi akan
memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi elemen-elemen yang memengaruhi kepatuhan pajak dan untuk
mengidentifikasi hubungan antara pendidikan pajak, sosialisasi pajak, dan
hukuman pajak.

Menurut (Zulaikhah, 2013) menegaskan bahwa sanksi pajak memiliki efek
menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi pajak telah gagal
memastikan bahwa individu membayar pajak sesuai porsinya. Masyarakat umum
kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang sanksi pajak, yang
memungkinkan hal ini terjadi. Sanksi wajib pajak berfungsi sebagai disinsentif
untuk memastikan bahwa orang membayar pajak sesuai porsinya.

Menurut Carolina (Khasanah, 2014), wajib pajak dapat memanfaatkan
pengetahuan perpajakan untuk membuat pilihan, mengambil tindakan, dan

mengikuti strategi tertentu dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya di



bidang perpajakan. Wajib pajak akan lebih mudah memenuhi kewajiban
perpajakannya jika memiliki pemahaman yang cukup tentang ketiga hal tersebut
di atas.

Selanjutnya untuk sosialisasi perpajakan berfungsi untuk menyampaikan
informasi mengenai kewajiban perpajakan seperti manfaat pajak, serta prosedur
yang benar untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Orang cenderung membayar
pajak tepat waktu dan akurat jika mereka diberi tahu tentang perlunya membayar
demikian (Ariani & Syamsurizal, 2022).

Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan para wajib
pajak ditunjukkan oleh sudut pandang atau sikap yang meliputi fakta, teori, dan
logika, serta diikuti oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan insentif
yang diberikan oleh sistem perpajakan dan aturan-aturannya.

Sebagai variabel mediasi, kesadaran wajib pajak akan digunakan dalam
penelitian ini. Ketika wajib pajak menyadari perlunya membayar pajak, mereka
juga cenderung berperilaku sesuai dengan insentif yang diberikan oleh sistem
pajak dan undang-undang. Hal ini disertai dengan perasaan, sikap, dan keyakinan.
Dengan memberikan tekanan eksternal dalam bentuk denda atau konsekuensi
hukum kepada wajib pajak yang gagal mematuhi tanggung jawab perpajakannya,
sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun demikian,
ketika orang sangat sadar pajak, denda ini memiliki dampak yang lebih besar
dalam mendorong kepatuhan. Pengetahuan pajak wajib pajak terdiri dari
pemahaman mereka tentang tanggung jawab dan hak perpajakan mereka.

Sosialisasi pajak bertujuan untuk menyampaikan informasi dan membangun



pemahaman tentang pentingnya pajak. Pemahaman dan kepatuhan masyarakat
terhadap tanggung jawab perpajakan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang
positif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi kekosongan pengetahuan
dalam literatur dengan menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan
wajib pajak, yaitu sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi
pajak, dengan kesadaran pajak bertindak sebagai variabel mediasi. Penulis
meneliti pokok bahasan sesuai dengan informasi yang diberikan di bagian latar
belakang penelitian yaitu “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan
Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan

Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi.”

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil
wajib pajak yang benar-benar mengajukan laporan pajak tahunan mereka.
Menurut penelitian sebelumnya, wajib pajak perlu memiliki kesadaran diri dan
kemauan untuk membayar pajak, serta pengetahuan pajak yang tinggi atau rendah.

Hal yang sama berlaku untuk sosialisasi dari petugas pajak; dan sanksi yang

berlaku.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengkaji hubungan antara sanksi perpajakan, pengetahuan

perpajakan, dan sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di
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Jakarta. Variabel mediasi adalah kesadaran pajak. Jangkauan penelitian ini

mencakup semua wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Dengan meminta peserta

mengisi kuesioner, kami dapat mengumpulkan data primer. Menggunakan model

persamaan struktural dan program SmartPLS versi 4, kuesioner ini mengukur

dengan menggunakan skala likert.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1.

Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi?

Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi?

Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi?

Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi?

Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialiasi pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

untuk:

1.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan

Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi.

Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi.

Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi.

Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi.

Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.

Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.

Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami

dan mengetahui lebih banyak tentang masalah perpajakan dan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak.
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